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1. Persoalan
Pada tahun anggaran baru terjadi peningkatan jumlah draft Keputusan Bupati
yang masuk dari instansi pemrakarsa untuk di koreksi, saya ingin mencoba melakukan
inovasi dengan mengoreksi draft Keputusan Bupati secara soft copy dengan tujuan
mempercepat proses pengoreksian secara efektif dan efisien.

2. Praanggapan/Hipotesis
Meningkatnya jumlah draft Keputusan Bupati yang masuk ke bagian hukum
untuk di koreksi, membuat para staf harus berinovasi dengan merubah cara koreksi yang
semula dari hard copy menjadi soft copy.

3. Fakta-Fakta yang Mempengaruhi
- Banyaknya antrian draft Keputusan Bupati yang masuk untuk di koreksi.
- Masih lambatnya proses pengoreksian Keputusan Bupati.
- Hasil koreksian masih belum rapi, sehingga instansi pemrakarsa kesulitan untuk
merevisi draft tersebut.

4. Analisis
Mengoptimalkan pengoreksian draft Keputusan Bupati melalui soft copy dapat
dilakukan dengan cara pemanfaatan fitur comment di Microsoft Word, sehingga staf
cukup mengoreksi melalui soft copy draft SK, kemudian mengirimkan kembali kepada
instansi pemrakarsa untuk di revisi. Hasil koreksian lebih rapi, lebih cepat dan bisa
menghemat kertas bagi instansi pemrakarsa. Di bawah ini adalah contoh hasil koreksian
secara soft copy :



Memperhatikan

Menotapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

5. Kesimpulan

Melakukan koreksi draft Keputusan Bupati secara soft copy,
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4. Peraturan  Pemerintah RNomor 11 Tahun 2017  tentang
Manaemen Pegawai Negen Sipidl (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembarnn Negora
Republik Indonesin N 6037) web 1 telah di ubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintals Nomor 11 Tahun 2017
tentang Monajemen Pegawal Negert Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 6477);

5 Peraturas M i Keseh Repubdik Ind ia Nomor 28
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Nul Belq)nr Sumbvr
Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara R

Tahun 2015 Nomor 501);

6. Peraturan Dacrah Kabuparen Sarolangun Nomor S Tahun 2016
tentiang  Pembentukan dan Susunan Peranglat Daerah
[Lembaran Daersh Kabupaten Sarmolangun Tahun 2016 Nomor 5)
schagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturien Daerah Kabupaten Sarclangun Nemos 2 Tahun 2018
tenitang Perubaban Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangksat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sarolangun Tahun 2018 Nemor 2);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarclangun Nomor 9 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sarolangun Tahun Anggaran 2021 [Lemboran Dacrah Kabupaten
Sarolangun Nomor 9 Tahun 20204;

& Peraturan Bupati Sarclangun Nomor 51 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan lein Belijar Bagi Pogawal
Negert Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangusn
(Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nemer 31);

o Sural Menteni Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformassi
Biroloasi Nomor 04 Tahun 2013 Tanggal 21 Maret 2013
tentang Pemberian Tugss Belajar dan lzn Beljar Bagl Pegawal
Negeri Sipil;

b Surst Menten Pendaysgunaan Aparstur Negars dan Reformasi
Birolrnst  Nomor B/3264 /M. PAN-REB/10/2013 tanggal 28
Oktober 2013 Hal Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar
ba@ Guru, Dosen dan PNS serta PNS lzin Belajar;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN TUGAS
BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PROGRAM PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS

Penctapan Pembersan Tugas Belajar Pegownil Negeni Sipil (PNS)
Program Pendidikan Dokter Spesialis.

Mahasiswa Pegawai Negen Sipil sebagmmana dimaksud diktum
KESATU adalah sebagal berthkut

Nama dr. Dady Chayadinata

Nip 198610302014071001
Tempat/ Tgl. Latur Palembang, 30 Oktober 1986
Pangkat/ Gol. Ruang - Penata/ e

Program Studi Dokter Spesialis lmu Pulmonologl dan
Kedokteran Respiras:

Tempat Pendidikan Universitas Sumatera Utarn Modan

Unit Kerya RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quawain
Kabupaten Sarolangun

Selama mengikuti pendidikan yang bersanghkutan diwajblkan untuk

memben laporan pcﬂu-mhnnpn belgar kepada Bupat: Sarol
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sctiap wkhir semester dan dibchas tugaskan dari tugas tup-
kedinaxan dan abatan.

dapat dijadikan

alternatif solusi terhadap meningkatnya jumlah SK Bupati yang diajukan oleh instansi
pemrakarsa untuk di teliti atau koreksi sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
6. Saran

Diperlukan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang resmi tentang
pengoreksian keputusan bupati secara soft copy dalam mewujudkan efisiensi dan
efektifitas suatu pekerjaan.

Tanggal 18 Juni 2021
Staf Bagian Hukum,

(R

RIKY ILLAHI, S.H

NIP. 19930802 202012 1 011



DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menurut Pasal 229 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, untuk
menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib
mematuhi disiplin PNS. Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin

terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disiplin PNS adalah kesanggupan
Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan

yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Setiap PNS mempunyai kewajiban untuk masuk kerja dan menaati ketentuan
jam kerja, sedangkan fakta di lapangan ada staf yang tidak masuk kerja selama 11 hari
berturut-turut tanpa keterangan. Terkait Persoalan Staf yang tidak masuk tanpa
keterangan selama 11 hari berturut-turut, maka saya sebagai Eselon IV akan
memberikan hukuman disiplin ringan dengan mengikuti ketentuan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang tidak masuk kerja dan menaati

ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah berupa:

a. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (Lima) hari kerja, dikenakan
hukuman disiplin Teguran Lisan;

b. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6-10 hari kerja, dikenakan
hukuman disiplin Teguran Tertulis;

c. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11-15 hari kerja, dikenakan
hukuman disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;

d. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16-20 hari kerja, dikenakan

hukuman disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun;



Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21-25 hari kerja, dikenakan
hukuman disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun;
Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26-30 hari kerja, dikenakan
hukuman disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1
(Satu) Tahun;

. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31-35 hari kerja, dikenakan
hukuman disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3
(Tiga) Tahun;

. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36-40 hari kerja, dikenakan
hukuman disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat
Lebih Rendah Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Struktural Atau
Fungsional Tertentu;

Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41-45 hari kerja, dikenakan
hukuman disiplin Pembebasan Jabatan,;

Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih,
dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas
Permintaan Sendiri Atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai

PNS.



